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KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 522/56/VSHUT~GST/ 201 T

TENTANG

KEA.NGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
Nomor: P.01/PKPS/PSKL.0/5/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja Percepatan
Perhutanan Sosial perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan
Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 ‘Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4374), Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor , 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana  Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

. Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan dan Perhutanan

Sosial Nomor: P.01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR . TENTANG KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017.

Keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

~merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas :

1. menyusun dan menyiapkan rencana dan program
perhutanan sosial skala provinsi melalui koordinasi multi
pihak;

2. melakukan sosialisasi program perhutanan sosial kepada
masyarakat setempat dan parapihak terkait;

3. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat
terkait program Perhutanan Sosial sesuai peraturan yang
berlaku;

4. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif
Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan ground
check ke lapangan;

S. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses
kelola hutan oleh masyarakat;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan serta
pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;

7. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi
program  perhutanan sosial sesuai  Peraturan
Perundangan-undangan; '

8. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan
forum multi pihak perhutanan sosial; dan

9. melakukan komunikasi perhutanan sosial secara
nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara
(Forum PeSoNa).

Kelompok Kerja Perhutanan Sosial mempunyai fungsi
sebagai forum koordinasi multi pihak guna membantu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam
percepatan pelaksanaan perhutanan sosial di daerah.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 melalui DIPA
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup
Wilayah Sulawesi Nomor: SP DIPA-029. 09.2.418801 /2017
serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 8 Februari 20t




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR

TENTANG
KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN
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SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN
SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Kesekretariatan :

Anggota

: Gubernur Sulawesi Tengah
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

: Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Hutan Adat
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23.
24,
25.
26.
27.

: Ristiyanti, S.Hut (Dishut Sulteng)

Novianty, S.Hut (Dishut Sulteng)

Edy Wicaksono, SP (YMP)

Widyastuti Adityaningputri, S.Si (BPDAS-HL Palu Poso)
Hasma, S.Hut ( Balai PSKL Wilayah Sulawesi)
Mochammad Subarkah, SP (ROA)

Joisman Tanduru (Yayasan Pendidikan Rakyat)

ST. Buhafiah, ST., M.Si (BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah)

Keong Makalalag, S.Sos (Biro Administrasi Pemb. dan SDA
Setda Prov. Sulteng)

Rohana Jusuf Djafara, SH (Biro Hukum Setda
Prov.Sulteng)

Ir. Andi Muh. Nursyam (Dinas Lingkungan Hidup Prov.
Sulteng)

Dr. Golar, S.Hut., M.Si (Universitas Tadulako)

Dr. Sudirman Dg. Massiri S.Hut., M.Sc (Universitas
Tadulako)

Ir. Izazkar Padende (Balai PSKL Wilayah Sulawesi)

Dr. Adam Malik (FOSTER)

. Ir. Amran Tambaru (Yayasan Merah Putih)
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.

Zarlif, SP (Yayasan Jambata)

Rahmat Saleh S.Hut (Karsa)

Muhamad Rifai S.Sos (Sikap)

Moh. Soekarno Hatta (Yayasan Polibua Donggala)
Andi Anwar, SH (Yayasan Bonebula Donggala)

Martje Leninda Palijama, SH (Bantaya)

M Shadiq, S.Sos, M.Si (Imunitas)

Yopi Hari (YPAL Poso)

Rizal, SP (Perkumpulan Evergreen Indonesia)

Ir. David Guluda, M.Si (YARINA)

Ir. M. Tarau, M.Th (YARINA)

Abdul Hasim (Pemerhati)

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Wilayah Sulawesi

Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
Kepala Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Togian
Kepala BPDAS-HL Palu Poso Sulawesi Tengah
Kepala BPKH Wilayah XVI Palu

Kepala BPHP Wilayah XII Palu
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29.
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32.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41

Kepala BKSDA Sulawesi Tengah
Kepala UPT KPH Dampelas Tinombo
Kepala UPT KPH Dolago Tanggunung
Kepala UPT KPH Toili Baturube
Kepala UPT KPH Sivia Patuju
Kepala UPT KPH Sintuwu Maroso
Kepala UPT KPH Banawa Lalundu
Kepala UPT KPH Balantak

Kepala UPT KPH Pulau Peling
Kepala UPT KPH Kulawi

Kepala UPT KPH Gunung Dako
Kepala UPT KPH Tepeasa Maroso
Kepala UPT KPH Tepeasa Aroa

. Kepala UPT KPH Pogogul
42.
43.
44,

Kepala Seksi Penyuluhan Dishut Prov. Sulteng
Kepala Seksi Hutan Adat Dishut Prov. Sulteng
Kepala Seksi Perencan dan Tata Hutan Dishut
Prov. Sulteng




